
 

 

 

 

 

BUPATI TANAH LAUT 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 69 TAHUN  2015 

 

TENTANG 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

SOSIALISASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT,  

 

Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka meningkatkan  efisiensi dan 

efektivitas dalam Sosialisasi Bagi Industri Kecil dan 

Menengah, dipandang perlu menetapkan Standar 

Operasional Prosedur; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a,  perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah 

Laut tentang Standar Operasional Prosedur Sosialisasi Bagi 

Industri Kecil dan Menengah;  

 

Mengingat    :  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756); 

 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

SALINAN 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Industri 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5492); 

 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah  

di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata 

Cara Pembentukan, Penghapusan dan Pengabungan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4791); 

 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 

tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

 

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor  35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan; 

 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 32); 

 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13); 

 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 

2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan kedua atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 6); 

 

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 46); 

 

17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 

tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2011 Nomor 50); 

 

M E M U T U S K A N  : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR SOSIALISASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN 

MENENGAH (IKM). 
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BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

               Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

6. Kepala Bidang selanjutnya disebut Kabid. 

7. Kepala Seksi selanjutnya disebut Kasi. 

8. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut 

dengan IKM adalah usaha industri dengan nilai investasi 

perusahaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut 

SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan 

mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan. 

 

BAB   II 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

SOSIALISASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) 

 

Pasal    2 

 

(1) Kabid menentukan jadwal konsultasi dan koordinasi. 

(2) Kabid merealisasikan anggaran, mengoreksi nota dinas dan 

memarafnya. 

 

Pasal 3 

 

Kepala Dinas menyetujui nota dinas. 
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Pasal 4 

 

Kasi menyampaikan nota dinas yang sudah disetujui. 

 

Pasal 5 

 

Kepala Dinas menandatangani Nota Dinas 

 

Pasal 6 

 

Pelaksana menyiapkan administrasi dan kelengkapan 

pertanggungjawaban. 

 

Pasal 7 

 

(1) Kasi merekrut peserta, instruktur, dan mempersiapkan 

kelengkapan kegiatan pelaksanaan pelatihan. 

(2) Kasi melaksanakan sosialisasi. 

 

 

BAB III 

TATA KERJA 

 

Pasal  8 

 

(1) Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional 

Prosedur Sosialisasi Bagi Industri Kecil dan Menengah 

(IKM), wajib menguasai, memahami dan melaksanakan 

sistem dan ketentuan yang berlaku dalam Sosialisasi Bagi 

Industri Kecil dan Menengah (IKM). 

(2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar 

Operasional Prosedur Sosialisasi Bagi Industri Kecil dan 

Menengah (IKM), wajib membangun komitmen tinggi untuk 

mendukung pelaksanaannya. 

(3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar 

Operasional Prosedur Sosialisasi Bagi Industri Kecil dan 

Menengah (IKM), wajib mengembangkan koordinasi dan 

kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas pelayanan publik. 

(4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar 

Operasional Prosedur Sosialisasi Bagi Industri Kecil dan 

Menengah (IKM), wajib memperhatikan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 

pelaksanaan tugas. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 

   

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam  Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

 

Ditetapkan di Pelaihari  

pada tanggal 14 Sptember 2015 

 

       BUPATI TANAH LAUT, 

 

                 Cap ttd 

 

     H. BAMBANG ALAMSYAH 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 14 September 2015 

 

        SEKRETARIS DAERAH 

     KABUPATEN TANAH LAUT,         

 

                   Cap ttd 

  

              H. ABDULLAH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 

NOMOR 476 

  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 

 

 

 

H. RUDY ARIFFIN 

 

 

 

 


